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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pemahaman Agen 

1. Pengertian dan ciri Profesi 

Terdapat beberapa pengertian mengenai profesi yang 

diberikan oleh para sarjana, yang menunjukkan adanya 

keanekaragaman pendapat. Black menyatakan, “Professional, a 

vocation or occupation requiring special, usually advanted, 

education, knowledge, and skill e.g law or medical professions”. 

Secara bebas definisi tersebut dapat diterjemahkan menjadi, 

“Profesional adalah suatu lapangan kerja atau jabatan yang 

menuntut kualifikasi khusus, seperti keahlian, pendidikan, 

pengetahuan, dan keterampilan seperti profesi hukum atau 

medis”. Dalam arti lain, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang 

karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan 

latihan yang istimewa … … pekerjaan professional ialah suatu 

jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar 

kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu.” Menurut Satjipto 

Rahardjo, profesi tidak hanya mengandung dimensi teknis dan 

keterampilan, melainkan juga moral dan filsafat. 

2. Standar Profesi (Standard of Profession) 

Standar profesi terikat dengan sistem nilai yang berlaku 

dalam suatu organisasi profesi. Patokan untuk menjalankan 

profesi bagi para anggotanya adalah nilai-nilai yang terkandung 
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dalam kode etik profesi. Standar profesi dapat dilihat dari 

pendapat H.J. Leenen, berikut : 

“Berbuat secara teliti/seksama menurut ukuran medik, 

sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata 

(average) dibanding dengan dokter dari kategori keahlian medik 

yang sama, dalam situasi dan kondisi yang sama, dengan sarana 

upaya (middelen) yang sebanding/proporsional dengan tujuan 

konkret tindakan/ perbuatan medik tersebut”. Perumusan standar 

profesi dimaksud adalah melakukan pekerjaan secara teliti dan 

hati-hati didasarkan pada kemampuan rata-rata dengan rekan se-

profesi, dengan situasi dan kondisi yang sama untuk tujuan 

konkrit dalam profesinya. 

3. Profesi Agen Asuransi Jiwa 

Profesi Agen Asuransi adalah pekerjaan-pekerjaan yang 

dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus di 

bidang asuransi (pemasaran) untuk mencari makan dan 

menunjang hidupnya. Keahlian-keahlian yang diperlukan untuk 

profesi agen asuransi diajarkan secara khusus oleh perusahaan-

perusahaan asuransi dan lembaga-lembaga profesi asuransi. 

Agen asuransi termasuk pada bidang Consulting Profession. 

Hal ini karena consulting profession adalah profesi yang dalam 

menjalankan praktek profesinya didasarkan pada fee for service 

dan hubungan profesionalnya dengan klien/pasien bersifat 

personal individual. Agen menerima imbalan jasa (honorarium) 
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berdasarkan jasa yang diberikan, sedangkan pelayanan terhadap 

klien bersifat perorangan dan pribadi, bahkan bersifat rahasia. 

Oleh sebab itu semakin banyak klien dilayani dan semakin sering 

jasa diberikan, maka semakin besar pula imbalan finansial yang 

diterimanya. 

4. AAJI dan Kode Etik Profesi Agen Asuransi Jiwa 

Menurut pengalaman Finer, salah satu jenis tanggung jawab 

adalah tanggung jawab moral (moral responsibility). Tanggung 

jawab moral mengandung arti penerimaan patokan yang 

didasarkan kepada diri sendiri, organisasi, atau penguasa yang 

didasarkan pada kesadaran bagi pelakunya. 

Berdasarkan tanggung jawab moral inilah berdiri berbagai 

jenis asosiasi profesi, misalnya asosiasi profesi agen asuransi. 

Ketentuan Pasal 19 Kepmenkeu Nomor 425/KMK.06/2003 

menentukan bahwa, “Setiap agen asuransi baik perorangan 

maupun badan hukum adalah pelaku usaha yang terikat sebagai 

anggota asosiasi profesi agen”. Setiap agen harus mempunyai 

sertifikat keagenan untuk melaksanakan kegiatan dibidang 

asuransi, dengan kata lain agen asuransi tidak berhak untuk 

memasarkan produk asuransi apabila Ia tidak terdaftar sebagai 

anggota asosiasi agen dan atau tidak mempunyai sertifikat 

keagenan.
1
 

                                                             
1
Mochamad Arifinal, Hukum Asuransi Tanggungjawab agen, (Dinas 

Pendidikan Provinsi Banten : 2011), Banten. 65-71. 
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B. Konsep Agen 

1. Tanggung Jawab Agen Asuransi 

A.) Pengertian Tanggung Jawab 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian 

„tanggung jawab‟ sebagai keadaan wajib menanggung segala 

sesuatunya, maksudnya apabila terjadi sesuatu kerugian maka 

boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. 

Sementara dalam kehidupan sehari-hari kata „tanggung jawab‟ 

cenderungnya menerangkan kewajiban. Hal ini terlihat dari kata 

„pertanggung-jawaban‟, suatu kata bentukan yang berasal dari 

kata „tanggung jawab‟. 

Tanggung jawab seseorang dalam organisasi timbul karena 

telah diterimanya suatu wewenang yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan suatu usaha. Pada dasarnya suatu tanggung 

jawab itu timbul karena dua hal yaitu karena adanya perjanjian 

dan karena hukum, baik berupa perbuatan melanggar hukum 

maupun perbuatan yang sesuai hukum.adanya tanggung jawab 

dalam suatu perjanjian karena adanya kewajiban kontraktual 

yaitu kewajiban yang lahir dari perjanjian. Setiap pihak yang 

telah sepakat untuk masuk dalam perjanjian mempunyai 

kewajiban untuk memenuhinya, baik adanya keuntungan maupun 

tidak. 

B.) Prinsip-prinsip Tanggung Jawab 

Prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan 

konsumen merupakan hal penting, karena apabila terjadi 
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pelanggaran terhadap hak konsumen, diperlukan analisis untuk 

menentukan siapa yang dipertanggung jawab dan seberapa besar 

tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak yang merugikan. 

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, beberapa 

prinsip mengenai tanggung jawab yang dapat digunakan untuk 

melakukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang merugikan. 

C.) Pengaturan Agen dalam usaha perasuransian 

Bagi agen asuransi, baik perorangan maupun badan hukum 

berlaku beberapa ketentuan yang harus dipenuhi olehnya. Pasal 3 

UUUP membagi jenis usaha perasuransian menjadi 2 kelompok 

besar, pertamausaha asuransi dan kedua usaha penunjang usaha 

asuransi. 

Usaha agen asuransi merupakan salah satu usaha penunjang 

usaha asuransi. Disebutkan dalam pasal 3 huruf b angka 5 jo 

pasal 5 huruf e UUUP bahwa, “Usaha Agen Asuransi yang 

memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa 

asuransi untuk dan atas nama penanggung”. Sebagai salah satu 

jenis usaha penunjang usaha asuransi, ruang lingkup usaha agen 

asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran bagi satu 

perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dari menteri. 

Pasal 7 UUUP menentukan bahwa, bentuk hukum usaha 

perasuransian dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk 

perusahaan perseroan (Persero); koperasi; atau Usaha Bersama 

(Mutual). Bagi Usaha Agen Asuransi dikecualikan dapat 

berbentuk perusahaan perorangan. Kemudian pasal 13 ayat (4) 
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UUUP mengatur bahwa bagi agen asuransi yang berbentuk badan 

hukum berlaku ketentuan pasal 9, 10, dan 11 undang-undang ini 

terkait dengan izin usaha, pembinaan dan pengawasan oleh 

menteri sepanjang tidak ditentukan lain. Selain itu, agen asuransi 

dilarang bertindak sebagai agen dari perusahaan asuransi yang 

tidak mempunyai izin usaha. 

D.) Penyelenggaraan Usaha Agen Asuransi 

Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha agen asuransi yang 

berbentuk badan hukum, sebagaimana disebutkan Pasal 9 ayat (2) 

UUUP jo Pasal 9 ayat (3) PP No. 73 1992 jo PP No. 63 Tahun 

1999, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 

a. Anggaran Dasar perusahaan yang telah mendapat 

pengesahaan dari instansi yang berwenang. 

b. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan 

bidang usahanya; 

c. Perjanjian kerjasama dengan pihak asing, dalam hal 

terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing; dan 

d. Perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang 

diageni, bagi perusahaan agen asuransi. 

 

E.) Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha Agen Asuransi 

Perijinan usaha agen asuransi diatur dalam ketentuan 

Kepmenkeu Nomor 425/KMK.06/2003 Tentang Perjanjian dan 

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penunjang Usaha Asuransi. 

Dalam Pasal 2 Kepmenkeu Nomor 425/KMK.06/2003 ditentukan 
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mengenai persyaratan bagi agen asuransi untuk mendapatkan izin 

usaha harus mengajukan izin tertulis kepada menteri dengan 

lampiran bukti pemenuhan persyaratan usaha perasuransian, 

disertai dokumen pendukung lainnya. Khusus bagi usaha 

penunjang usaha asuransi yang terdapat kepemilikan pihak asing, 

ditambah dengan dokumen referensi dan rekomendasi dari pihak 

yang berwenang.
2
 

 

C. Konsep Asuransi Syariah 

1. Pengertian Asuransi Menurut Syariah 

Sebagaimana telah diterangkan pada bab terdahulu, dalam 

konsep agama Islam terdapat suatu terminologi yang 

membedakan hubungan manusia dengan Tuhan (hablum 

minallah) di satu sisi hubungan manusia dengan sesamanya 

(hablum minannaas) dan lingkungan sekitarnya (hablum minal 

alam)  disisi lainnya. Hukum-hukum yang mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhan seperti peribadatan misalnya adalah 

bersifat limitatif artinya tidak dimungkinkan bagi manusia untuk 

mengembangkannya. Sedangkan hukum-hukum yang mengatur 

hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan alam 

disekitarnya adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam 

Al-Qur‟an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya 

saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk 

mengembangkan melalui pemikirannya. 

                                                             
2 Mochamad Arifinal, Hukum Asuransi Tanggungjawab agen, (Dinas 

Pendidikan Provinsi Banten : 2011), Banten. 54-58. 
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Lapangan kehidupan ekonomi termasuk didalamnya usaha 

perasuransian, digolongkan dalam hukum-hukum yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia sesamanya yang disebut 

dengan hukum muamalah, oleh karena itu bersifat terbuka dalam 

pengembangannya. 

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi 

menurut syari‟ah atau asuransi islam secara umum sebenarnya 

tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Di antara 

keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah 

mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi 

sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor 

premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim 

(tertanggung). Secara umum asuransi islam atau sering di 

istilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi 

yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat islam 

dengan mengacu kepada Al-Qur‟an  dan as-sunah.
3
 

 

2. Sejarah Asuransi Syariah 

Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang 

sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya 

banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat 

dipandang sebagai praktik yang halal. Walaupun secara jelas 

mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam, 

                                                             
3 Gemala Dewi,Aspek-aspek Hukum dalam berbankan dan 

Perasuransian Syari‟ah di Indonesia, kencana, Jakarta, 2007, cet.4, .135-136. 
2
 Gemala Dewi,Aspek-aspek Hukum dalam berbankan dan 

Perasuransian Syari‟ah di Indonesia, kencana, Jakarta, 2007, cet.4, 137. 
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akan tetapi terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan Rasulullah 

yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya tanggung 

jawab bersama yang disebut dengan sistem aqilah. Sistem 

tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab sebelum 

lahirnya Rasulullah SAW kemudian pada zaman Rasulullah 

SAW atau pada masa awal Islam sistem tersebut dipraktikan 

diantara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem aqilah adalah sistem 

menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan 

bersama yang dikenal sebagai “kunz”. Tabungan ini bertujuan 

untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang 

terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba 

sahaya.
2 

 

3. Landasan Hukum Asuransi Jiwa Syariah 

Landasan asuransi syariah adalah hukum praktik asuransi 

syariah. Sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis 

pertanggungan yang didasari nilai-nilai Islam, yaitu merujuk pada 

al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah SAWuntuk itu landasan yang 

digunakan pada asuransi syariah tidak jauh beda dari metodologi  

yang digunakan oleh ahli hukum Islam karena merujuk pada 

syariat Islam. 

Landasan asuransi yang dipakai asuransi syariah terdiri dari 

landasan asuransi Islam dan landasan yuridis (hukum). Landasan 

operasional asuransi syariah pada dasarnya ada dua macam, yaitu 

: 



26 
 

1. Sumber tekstual atau sumber tertulis yang disebut 

nushush.
 

2. Sumber non-tekstual atau sumber tak tertulis yang disebut 

ghair al-nushush seperti istishan dan qiyas.
 

Landasan diatas digunakan untuk melegalisasi praktik bisnis 

asuransi, terdiri dari al-Qur‟an, Sunnah Nabi, Piagam Madinah, 

dan Ijtihad.
 

1). Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang 

menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat 

ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi 

atau al-ta‟min secara nyata dalam al-Qur‟an. Walaupun begitu 

al-Qur‟an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai 

muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti 

nilai dsar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk 

melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa 

mendatang. 

Diantara ayat-ayat al-Qur‟an yang mempunyai muatan nilai-

nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah: 

                                

            

 

Artinya: “... Tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) 

kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah [5]: 
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Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama 

manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik 

kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk 

menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial 

(tabarru). Dana sosial ini berbentuk rekening tabarru‟ pada 

perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu 

anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah. 

2). Sunah Rasul 

Hal yang mendukung tentang praktik asuransi syariah 

juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut ini 

hadits yang mendukung prinsip-prinsip muammalah untuk 

diterapkan di dalam asuransi syariah. 

ِ بْوُ  ثَنَا عَتدُْ اللََّّ شْعَرِيُّ قاَلََ حَدَّ
َ
ةوُ عََمِرٍ الْْ

َ
بِِ شَيتَْثَ وَأ

َ
ةوُ ةكَْرِ بوُْ أ

َ
ثَنَا أ حَدَّ

دُ بْوُ الْعَ  ثَنَا مَُُهَّ سَانَثَ ح و حَدَّ
ُ
ةوُ أ

َ
ثَنَا ابْوُ إدِْريِسَ وَأ ةوُ كُرَيبٍْ حَدَّ

َ
لََءِ أ

بِِ مُوسََ 
َ
بِِ ةرُْدَةَ عَوْ أ

َ
سَانَثَ كُُُّهُمْ عَوْ ةرَُيدٍْ عَوْ أ

ُ
ةوُ أ

َ
الهُْتَارَكِ وَابوُْ إدِْريِسَ وَأ

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ الهُْؤْنِوُ للِهُْؤْنِوِ كََلُْْنيَْانِ يشَُدُّ  ِ صَلََّّ اللََّّ بَعْضُهُ  قاَلَ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
 .ةعَض  

 

„‟Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah 

dan Abu 'Amir Al Asy'ari keduanya berkata; Telah menceritakan 

kepada kami 'Abdullah bin Idris dan Abu Usamah; Demikian 

juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Al A'laa Abu Kuraib; Telah 

menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dan Ibnu Idris serta 

Abu Usamah seluruhnya dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu 

Musa dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain 

bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling 

mengokohkan.'‟(HR.Muslim). 



28 
 

D. Landasan Yuridis Asuransi Syariah 

Pertumbuhan perekonomian khususnya dunia usaha asuransi 

merupaka salah satu bidang usaha yang sangat potensial untuk 

dikembangkan. Dalam segi hukum positif, asuransi syariah masih 

mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 

tentang perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah 

perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi 

asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung 

karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan. 

Pengertian diatas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang 

kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur keberadaan 

asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis 

pelaksaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan 

administrasinya. 

Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat 

dalam fatwaDewan Syariah nasional majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/ X/ 2001 tentang pedoman Umum 

Asuransi Syariah. 

1). Akad Asuransi Syariah 

Asuransi sebagai bentuk kontrak modern tidak dapat 

terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan 

klarena dalam praktiknya, asuransi melibatkan dua orang yang 

terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, 
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yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Berkenaan 

dengan ini Allah SWT. Berfirman dalam QS. Al-Maidah [5]: 

           ....... 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 

akad-akad itu....” (QS. Al-Maidah [5]:1) 

 

Akad secara bahasa berarti “ar-ribthu” atau ikatan, yaitu 

ikatan yang menggabungkan antara dua pihak. Secara terminologi 

fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan 

melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) 

sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek 

perikataan”. 

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak 

syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila 

tidak sejalan dengan kehendak syara‟. Misalnya kesepakatan 

untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau 

merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat 

“berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya 

perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) 

kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul). 

Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah 

Nasional, mengeluarkan fatwa khusus tentang: Pedoman Umum 

Asuransi Syariah sebagai berikut: 
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2.) Ketentuan Umum 

a) Asuransi Syariah (Ta,min, Takaful, Tadhamun) adalah 

usaha saling melindungi dan saling menolong di antara 

sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset 

atau tabarru‟ yang memberikan pola pengembalian untuk 

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang 

sesuai dengan syariah. 

b) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada 

poin ke (1) adalah yang tidak mengandung gharar 

“penipuan”, maisir “perjudian”, riba (bunga), zulmu 

“penganiayaan”, riswah “suap”, barang haram, dan 

maksiat. 

c) Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan 

untuk tujuan komersial. 

d) Akad tabarru‟ adalah semua bentuk akad yang dilakukan 

dengan tujuan kebaikandan tolong-menolong, bukan 

semata untuk tujuan komersial. 

e) Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan 

sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan 

kesepakatan dalam akad. 

f) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberi 

perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam 

akad. 
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3.) Akad dalam Asuransi 

a) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan 

terdiri atas akad tijarah dan atau akad tabarru‟. 

b) Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah 

mudharabah, sedangkan akad tabarru‟ adalah hibah. 

c) Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan: 

1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan 

2) Cara dan waktu pembayaran premi 

3) Jenis akad tijarah dan atau akad tabarru‟ serta syarat-

syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi 

yang diakad. 

4) Kedudukan Setiap Pihak dalam Akad Tijarah dan 

Tabarru‟ 

a) Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan 

bertindak sebagai mudharib “pengelola” dan 

peserta bertindak sebagai shahibul mal “pemegang 

polis” 

b) Dalam akad tabarru‟ “hibah”, peserta 

memberikan hibah yang akan digunakan untuk 

menolong peserta lain yang terkena musibah. 

Sedangkan, perusahaan sebagai pengelola hibah. 

5) Ketentuan dalam Akad Tijarah dan Tabarru‟ 

a) Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad 

tabarru‟ bila pihak yang tertahan haknya dengan 

rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan 
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kewajiban pihak yang belum menunaikan 

kewajibannya. 

b) Jenis akad tabarru‟ tidak dapat diubah menjadi 

jenis akad tijarah 

6) jenis Asuransi dan Akadnya 

a) Dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas 

asuransi kerugian dan asuransi jiwa. 

b) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut 

adalah mudharabah dan hibah. 

      6. Premi 

a). Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis 

akad tabarru‟. 

b) Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi dapat 

menggunakan rujukan table mortalita untuk asuransi jiwa dan 

table morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak 

memasukan unsur riba dalam perhitungannya. 

Fatwa tersebut untuk sementara ini merupakan acuan bagi 

perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Terutama menyangkut 

bagaimana akad-akad dalam bisnis asuransi syariah.
4
 

 

E. Prinsip-prinsip dalam Asuransi Syariah 

1. Prinsip berserah diri dan ikhtiar; kepunyaan Allahlah segala 

apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi. Jika kamu 

melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu 

menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat 

                                                             
4
http://www.keuangankita.com/2016/08/a.html 
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perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka 

Allah akan mengampuni siapa saja yang dikehendakinya dan 

Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. al-Baqarah 284). 

Kepunyaan Allahlah kerajaan langit san bumi serta apa yang 

ada di dalamnya dan Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu 

(QS al-Maidah 130). 

2. Prinsip tolong menolong; “Dan tolong menolonglah kamu 

dalam mengerjakan kebajikan dan janganlah tolong menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu 

kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat suksanya” 

(QS al-Maidah). 

3. Prinsip saling bertanggungjawab; Kedudukan hubungan 

persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara yang 

satu dengan yang lain seperti tubuh (jasad). Apabila satu dari 

anggotanya tidak sehat, maka pengaruh kepada seluruh tubuh 

(HR. Bukhori Muslim). “Setiap kamu adalah pemikul 

tanggungjawab dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap 

orang-orang yang berada dibawah tanggungjawabmu” (HR. 

Bukhori Muslim). 

4. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan; Berikut 

beberapa hadist mengenai perkara ini : “Siapa yang 

memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya”. 

(HR. Bukhori Muslim dan Abu Daud). Allah senantiasa 

menolong hambanya selagi hambanya itu menolong 

saudaranya. (HR. Ahmad dan Abu Daud). 
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5. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan; “Dan 

orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita sebagian mereka 

menjadi pelindung sebagian yang lain. Mereka menyuruh 

berbuat kebaikan, dan melarang berbuat kejahatan, mereka 

mendirikan sholat dan zakat serta taat kepada Allah dan 

Rasul-nya mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Maha 

Kuasa lagi Maha Bijaksana. (QS at-Taubah 71). 

6. Prinsip itikad baik; Dalam kontrak asuransi; Dalam kontrak 

asuransi untuk pelaksanaan polis pihak-pihak yang terlibat 

harus memiliki niat baik oleh karena itu tidak adanya 

pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan 

kesalah pahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen 

yang menyebabkan tidak berlakunya polis asuransi. 

7. Prinsip kepentingan terasuransikan; Yang dimaksud dengan 

kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin 

mengasuransikan suatu objek pertanggungan seperti rumah 

tinggal, stok barang dagangan atau lainnya harus mempunyai 

kepentingan atas objek tersebut. Kepentingan tersebut harus 

diakui secara hukum. Jika kepentingan itu tidak ada, maka 

harus dikategorikan kegiatan perjudian diharamkan dalam 

Islam. 

8. Prinsip penyebab dominan; Jika terjadi peristiwa yang 

menimbulkan ganti rugi yang tertanggung, kerugian bisa 

dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau 

tidak dikecualikan polis. Prinsip penyebab terdekat 
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(proximate cause) mensyaratkan bahwa suatu rantai yang 

tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian. 

9. Prinsip ganti rugi; Fungsi ansuransi adalah mengalihkan atau 

membagi resiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi 

oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa. 

10. Prinsip subrogasi; Jika tertanggung mengalami musibah, 

misalnya gedung terbakar, kemungkinan bahwa ada pihak 

ketika yang menurut hukum tertanggung gugat untuk 

membayar ganti rugi kepadanya. Jika tertanggung telah 

mendapat ganti rugi asuransi dari penanggung ia tidak boleh 

menikmati ganti rugi dari pihak ke tiga yang bersalah 

tersebut. 

11. Prinsip kontribusi; Al-Musahamah „‟kontribusi‟‟ adalah suatu 

bentuk kerjasama mutual dimana tiap-tiap peserta 

memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan 

peserta tersebut berhak memperoleh kompesasi atas 

kontribusinya tersebut berdasar besarnya saham (premi) yang 

ia miliki atau (bayarkan).
5
 

 

F. Manfaat Asuransi  

Asuransi mempunyai banyak manfaat, antara lain berikut ini. 

1.) Asuransi Melindungi Risiko Investasi 

Kemauan untuk menanggung risiko merupakan unsur funda-

mental dalam perekonomian bebas. Bilamana suatu perusahaan 

                                                             
5
Mukhlishotul Jannah,Jurnal Syar‟Insurance,(FEBI, Banten : 2015) 

cet.1, 220-223. 
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berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam bidang usahanya, 

maka kehadiran resiko dan ketidakpastian tidak dapat 

dihindarkan. Asuransi mengambil alih risiko itu. Karena asuransi 

menghilangkan/ mengurangi resiko, maka para usahawan 

dimungkinkan dan didorong untuk mengonsentrasikan energi dan 

modal dalam usaha-usaha yang kreatif. 

Asuransi telah menjadi bagian yang esensial dari setiap 

perusahaan. Investment banker misalnya, akan merasa lebih yakin 

penilaiannya terhadap proyek-proyek tertentu apabila semua 

risiko proyek itu yang mungkin terjadi telah dilindungi oleh 

asuransi. 

2). Asuransi Sebagai Sumber Dana Investasi 

Pembanguna ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam 

jumlah memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada 

kemampuan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan usaha keras  

untuk mengerahkan dana masyarakat melalui lembaga keuangan 

bank dan nonbank. Usaha perasuransian sebagai salah satu 

lembaga keuangan nonbank yang menghimpun dana masyarakat, 

semakin penting peranannya sebagai sumber modal untuk 

investasi di berbagai bidang. 

3.) Asuransi untuk Melengkapi Persyaratan Kredit 

Kreditor lebih percaya pada perusahaan yang risiko kegiatan 

usahanya diasuransikan. Pemberi kredit tidak hanya tertarik 

dengan keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada sat ini, 

tetapi juga sejauh nama perusahaan tersebut telah melindungi diri 
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dari kejadian-kejadian yang tidak terduga dimasa depan. Cara 

untuk memperoleh perlindungan tersebut adalah dengan memiliki 

polisi asuransi. 

4). Asuransi Dapat Mengurangi Kekhawatiran 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, fungsi primer dari 

asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. 

Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-

kerugian tak terduga. Jadi, perusahaan asuransi tidaklah 

mengurangi ketidakpastian terjadinya penyimpangan yang 

diharapkan itu. Misalnya, perusahaan asuransi tidak akan dapat 

mencegah badai, kecelakaan, mobil, kematian, atau sakit. Akan 

tetapi, perusahaan asuransi dapat mengurangi ketidakpastian 

beban ekonomi dari kerugian yang tidak pasti itu. Jika seorang 

pemilik rumah mengasuransikan rumahnya terhadap kerugian 

kebakaran, rumah itu masih mungkin terbakar. Tetapi pemilik 

rumah itu dapat terbebas dari kekhawatiran, karena ia tahu bahwa 

kerugian itu akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. 

Ketentraman hati yang diberikan oleh asuransi inilah salah satu 

jasa utama yang diterima tertanggung bila ia telah membayar 

premi asuransi. 

5.) Asuransi Mengurangi Biaya Modal 

Dalam rangka menarik modal kedalam perusahaan-

perusahaan yang menanggung biaya besar, maka tingkat 

pengembalian (return) atas modal yang telah diinvestasikan atau 

yang akan diinvestasikan pun harus cukup besar. Tingkat risiko 
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dan pengembalian modal berkaitan satu sama lain dan tidak dapat 

dipisahkan. Prinsip ini mewujudkan dirinya dalam bidang 

investasi. Misalnya, obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah, yang risikonya ditekan sampai tingkat yang 

minimum, memberikan tingkat pengembalian modal yang lebih 

rendah dibandingkan bdengan tingkatan pengembalian modal 

yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan swasta. 

Karena memang kenyataannya resiko yang dihadapi oleh 

perusahaan-perusahaan swasta tersebut  jauh lebih besar daripada 

risiko milik pemerintah. 

6.) Asuransi Menjamin Kesetabilan Perusahaan 

Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti penting 

asuransi sebagaisalah satu faktor yang menciptakan goodwill 

(jasa baik) antara kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan-

perusahaan tersebut telah menyediakan polis secara berkelompok 

untuk para karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar 

keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan. Polis 

tersebut ditulis sedemikian rupa untuk menekankan nilai dari 

karyawan-karyawan yang telah mengabdi cukup lama dalam 

perusahaan. Adanya usaha seperti itu dari pihak perusahaan dapat 

merupakan stabilisator jalannya roda perusahaan. 

7.) Asuransi Dapat Meratakan Keuntungan 

Asumsikan, misalnya suatu perusahaan cukup kuat untuk 

menanggung sendiri semua risiko kerugian yang mungkin 

dideritanya. Hal itu berarti perusahaan harus dapat menentukan 
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berapa jumlah kerugian tak terduga yang diperkirakan akan 

terjadi pada masa-masa yang akan datang. 

Dalam dunia uasaha yang penuh dengan persaingan, 

kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kemungkinan bahaya di 

masa yang akan datang tidak dapat ikut diperhitungkan sebagai 

salah satu komponen harga pokok barang yang dijual. 

Selanjutnya komponen harga pokok tersebut tidak dibebankan 

kepada konsumen, konsumen akan beralih kepada perusahaan 

lain yang harganya tidak mengalami perubahan. Kejadian seperti 

itu mungkin pula menimpa perusahaan yang mempunyai hak 

monopoli. Dengan adanya peningkatan harga yang disebabkan 

penambahan biaya atas kemungkinan kerugian tak terduga, 

jumlah permintaan akan turun kecuali apabila barang tersebut 

sangat tidak elastis. 

8.) Asuransi Dapat Menyediakan Layanan Profesional 

Dunia asuransi dewas ini sudah semakin banyak yang 

bergerak di bidang usaha yang bersifat teknis, lebih-lebih dengan 

adanya perkembangan pesat dalam bidang teknologi. Usaha-

usaha untuk memeberikan bantuan teknis baik kepada individu 

maupun perusahaan-perusahaan sudah semakin disadari oleh 

perusahaan asuransi. Hal itu dilakukan agar perusahaan-

perusahaan tersebut dapat melakukan operasinya dengan baik dan 

efesien. 
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9.) Asuransi Mendorong Usaha Pencegahan Kerugian 

Dewasa ini perusahaan asuransi banyak melakukan usaha 

yang sifatnya mendorong perusahaan tertanggung untuk 

melindungi diri dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. 

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang 

usaha menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai sangat 

tergantung pada kemampuan mereka untuk memberikan 

perlindungan dengan biaya yang cukup wajar. Oleh karena itu, 

mereka sendiri secara sadar dan sistematis bekerja sama untuk 

menghilangkan atau memperkecil kemungkinan yang dapat 

menimbulkan kerugian. 

10.) Asuransi Membantu Pemeliharaan Kesehatan 

Usaha lain yang sangat erat huebungannya dengan usaha-

usaha yang dilakuakan untuk menghindari atau memperkecil 

penyebab timbulnya kerugian adalah kampanye yang dilakukan 

oleh perusahaan asuransi jiwa kepada para pemegang polis 

khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Misalnya dalam 

hal bantuan pada kecelakaan pertama, hegiene, sanitasi, gizi, dan 

usaha-usaha lain untuk mencegah timbulnya penyakit. Adapun 

perusahan-perusahan asuransi jiwa yang melakukan pengecekan 

kesehatan secara berkala kepada para pemegang polis dengan 

harapan untuk dapat mendekteksi penyakit lebih dini serta 

mengadakan pengobatan bilamana perlu.
6
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Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, (PT. Bumi Aksara : 

2004),Jakarta, 4-11. 
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G. Polis Asuransi 

Kegiatan utama dari perusahaan asuransi adalah melakukan 

penanggungan terhadap peristiwa yang belum pasti. Dalam hal 

ini perusahaan asuransi memberikan janji-janji yang dicantumkan 

dalam suatu kontrak yang dikenal dengan istilah polis. Dalam 

polis tersebut dapa memuat mengenai syarat-syarat pembayaran 

klaim, kapan perusahaan asuransi membayar yang akan 

ditanggung dan jumlah yang akan dibayar. Dalam hal ini bentuk 

polis antara perusahaan asuransi satu dengan yang lainnya akan 

berbeda karena bentuk perjanjian tersebut asasnya adalah 

kebebasan bertindak antara dua belah pihak untuk membuat suatu 

perjanjian. 

Masalah pembuatan kontrak asuransi bukan hanya membuat 

konsep instrumen hukum. Penyusunan dokumen itu didahului 

oleh analisis yang intensi terhadap perekonomian dan 

pertimbangan-pertimbangan teknis untuk menentukan bukan saja 

apa jenis asuransi yang hendak dicantumkan, tetapi juga tarif 

serta pembatas-pembatasannya. Secara teknis, hal tersebut 

disebut dengan “keputusan underwriting” dan harus dibuat oleh 

spesialis-spesialis seperti insinyur, ahli statistik, dokter, ahli 

cuaca, dan ahli ekonomi. 

Bagi rata-rata pemegang polis, kontrak asuransi tampak 

panjang dan rumit. Kerumiktan ini terutama disebabkan oleh 

susunan kalimatnya yang khas mengikuti bahasa yang lazim 

dalam bidang hukum. Secara praktis kunci untuk memahami 
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suatu polis adalah melakukan analisis mengenai perjanjian 

pertanggungan yang lazim, pembatasan-pembatasanya, 

pengecualian-pengecualiannya, dan syarat-syarat. Pada umumnya 

analisis itu akan mengungkapkan bahwa polis asuransi tidaklah 

membingungkan seperti dugaan semula.
7
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Angger Sigit Pramukti, Andre Budiman Panjaitan, Pokok-pokok 

hukum asuransi, cet.1 (Yogyakarta : Pustaka Yustisia)2016, 35. 


